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PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LAMANDAU
DENGAN
PT. MEDIA PALANGKA PAMBELUM
“SURAT KABAR HARIAN (SKH) PALANGKA POST”
TENTANG
PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK
DI SURAT KABAR HARIAN PALANGEKA POST

Nomor : 800/ 86.6 /PKS-Diskominfo/1V/2021
Nomor : 053 /Prs-Ppost/IV/2021

Pada hari ini Senin tanggal Lima bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh
Satu, bertempat di Nanga Bulik, Kabupaten Lamandau, yang bertanda tangan
dibawah imni :

. GQGANTI PHAING KANISA, 8.8TP ; Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Lamandau,
berkedudukan dan berkantor di Jalan
Bukit Baka, Kelurahan Nanga Bulik
Kecamatain Bulik, Rabupatsan
Lamandau 74662 Provinsi Kalimantan
Tengah, berdasarkan  keputusan

Bupati Lamandau Nomor :
188 45/462/X11/1IUK-2019  tanggal
19 Desember 2019, dalam hal ini

bertindak untuk dan atas nama
Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat
Komitmen Dinas Komunikasi dan

Informatika I{abupaten Lamandau,
aTmandrydan Aieaatug+ BYE AR T!FAA'I“!T
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[I. REVY APRIANI S8YAPRIANISYAH : Head Of Media Tanjung Lingga Group
Koran Harian Palangka Post
berkedudukan Jl. Pangeran Antasari
No.40 Panglkalan Bun Telpon/Fax
(0532) 28818 Fax.0532-28817,
berdasarkan Surat Kuasa Nomor:
01/8K-Dir/MPP/III/2017 tentang
Pemberian Kuasa kepada REVY APRIANI
SAPRIANISYAH, Dalam  hal ini
bertindak untuk dan atas nama PT,
Media Palangka Pambeluin, l'elaksana
Pekerjaan Jasa  Publikasi dan

Informasi Dacrah Kabupaten
Lamandau, selarjuinya disebut
PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama
disebut sebagai PARA PIHAK, dimana PARA PIHAK telah sepakat untuk
mengadakan suatu ikatan Perjanjian Kerja sama dengan keteniuan seperti
yang lercantum dalam pasal-pasal di1 bawah ini:
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BAE II
OBYEK KERJA SAMA
Pasal 2

BAB III
RUANG LINGKUP KERJA SAMA
Pasal 3

(1) Ruang lingkup jasa publikasi, informasi dan pengiklanan yang diberikan
oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA meliputi pemberitaan
mengenai  keglatan pembangunan, pendidikan, kesehatan, kegiatan
pemerintahan, sosial kemasyarakatan, kegiatan pariwisata dan budaya
dacrahh  serta pengiklanan event-event kegiatan Pemeriniah Dacrah
Kabupaten Lamandau di Sutat Kabar Harian Palangka Post.

(2) Dalam perianiian ini yang dimaksud dengan :

a. Perjanjian adalah naskah perjanflan kerja sama termasuk semua
lampiran dan perjanjian tambahan ( Addendum ) laintya yang munglkin
akan dibuat dikemudian hari oleh PARA PIHAK;

b.Jasa publikasi, informasi dan pengiklanan yang dimaksaud adalgh
pemberituhuan kenada Masyarakat luas mengenai berbagai informasi
tentang kegiatan pembangunan, pendidikan, kesehatan, kegiatan
pemerintahan, sosial kemasyarakatan, kegiatan pariwisata dan budaya
dacrah scrta pengiklanan event-event kegiatan Pemerintah Daerah
Kabupaten Lamanday,

BAB IV
HAK DAN HEWAJIBAN
Pagal 4

(1.) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban;
a. Memberikan keieluasan kepada PIHAK KEDUA untule melalkulan
liputan di wilayah Kabupaten Lamandau,
h. Menanggapi keluhan/keberatan PIHAK KEDUA,

(2.) PIHAK KESATU mempunyai hak:
a. Ruang halaman koran yang teiah disediakan dikontrak PINAK KESATU
kepada PIHAK KEDUA tidak diperkenankan dipergunakan oleh pihak
lain tanpa meminta persétujuan terlebih dahulu dari PIHAK KESATU.




b. Menunda pembayaran jika PIHAK KEDUA tidak memenuh kewajiban
yang telah disepakati,

¢. Memberikan keberatan, komplain kepada PIHAK KEDUA, jika terdapat
keluhan dalam pemberian layanan oleh PIHAK KEDUA,

(3.) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
a. Menyediakan ruang halaman koran hitam putih, selama kurun wakty 9

{(sembilan) bulap,

b. Halaman koran yang dikontrak dipergunakan untuk penyampaian
informasi-informaei, display berita dan foto sertg komunikasi interaktif
dari Pemerintah Daerah Lamandau dan masyarakat Kabyupaten
Lamanday, :

. Melalkulan peliputan, pembuatan betita dan foto merta editing mates
halaman koran yang dikontrak diterbitkan bersama-sama terbitan Surat
Kabar Harian Palangka Post setiap hari selama masa kontrak.

d. Mencetak dan mendistribusikan halaman koran vang dikonirak
bersama-sama cetakan dan distribusi Surat Kabar Harian Palangka
Post.

e. Menanggupi keluhan /keberatan PTHAK KESATU.

o

(4.) PIHAK KEDUA mempunyai hak;

#. Mengirimkan tagihan pembayaran dan rencrima biaya jasa publikasi ,
informasi pembangunan dan kegiatan yang dilaksanakan olely
pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau scsuai dengan jadwal yang
telah ditentukan.

b. Menunda pemberian jass publikasi dan informasi pembangunan
Kabupaten Lamandau jika PIHAK KEBATU tidak memenuhi kewajiban
yang telah disepakati,

¢. Memberikan keberatan /komplain kepada PIHAK KEBATU, jika terdapat
keluhan dalam pemberian layanun olel PIHAK KESATU,

BABY
PEMBIAYAAN
Pasal B

PIHAK KESATU bersedia membayar atas biaya yang ditimbulkan dalam
kerjasama Ini kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. 41.850,000 (Empat Puluh
Satu Jula Delapan Ratus Limg Puluh Ribu Ruplah) volume satuan o
(Scmbilan) bulan di Surat Kabar Haman Palangka Post, termasuk hiaya
periklanan.

BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN
Fasal &6

(1) PIHAK KESATU mengadakan pembayaran sias jasa publikasi, informasi
pembangunan dan pengiklanan eveni-cvent kegiatan yang dilaksanakan
vleh pemerintah Daerah Kabupaten Lumandau dilakukan setiap bulan
aluu tiga bulan sekali {(iriwuian) kepada PIHAK KEDUA selelah mendapat
surat Lagihan dari PIHAK KEDUA.

(2) Pembayaran dapat dilakukan terhadap publikasi pemberitaan yang telah
dilakukan PIHAK KEDUA sebelutn penandatanganan kontrak terhitung 1
Januari 2021 sampal dengan & Apiil 2021 apabiia disertai buku publikasi
berita tersebut,
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(3) Pemhayaran dapat dilalkkukan, apahila PIHAK KEDUA menyampaikan
surat tagihan kepada PIHAK KEBATU yang dilengkapi dengan syarat
sebagai berikut:

a. Surat tagihan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Lamandau selaku Pengguna Anggaran/Pcjabat
Pembuat Komitmen.

b. Melampirkan kwintansi tagihan bermalerai.

¢, Fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama.,

d. Folocopy rekening Koran perusahaan.

e. Bukti Publikasi Berita.

(4) Permohonan pembayaran disampaikan kepoada Kepala Dinas Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Lamandau selaku Pengguna Anggaran/Pejabat
Pembuat Komitmen Kegiatan Pengelolaan Mcdia Komunikasi Publik,

(5) Pembayaran yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA akun ditransfer
iangsung kepada rekening Dank Ralieng aias nama Fi1. Media ralangka

Pambclum dengan nomor rekening : 1000103000097

BAB VII
WARMSMYE A WEP A FEAAW TRAREE W AWY PV A NS UFERAES FA MM AWS A
ALY WM.I.U FEBJANYLAIN DLDNJA OSNAVLE
Pagal 7

Icrjanjian ini berlaku sclama 9 (sembilan) bulan terhitung scjak Januari 2021
sampai dengan 30 September 2021, dan perpanjangan waktu perjanjian
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PIHAK KEDUA harus mengajukan surat penawaran permohonan
perpanjangan kepada PIHAK KESATU.

BAB VIII

Pasal B

(1) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (Force Majeur) yang mengakibatkan

aalah catia m'hn'lr atait PARA PTHAW tidals ﬂﬂf‘u:ﬂ‘ mamainilhi k#umﬂhnﬁﬁtm

BUBUAI Pu_lan_paul Kerjasdama ini maka sc:gulu akibal akan dm:lcsmkun
melalui musyawarah untuk mufakat.

(2) Hal hal yvang dapat dikategorikan Keadaan Memaksa (Force Majeure)
melipati bhencana  alam, huri-hara/kerusuhan, perang,  kebakaran,

pemogokan secara menyeluruh, adanya Peraturan Pemerintah atau
Pengriaga eetempat yang secara langsnng dapat memnpengarihi kewajihan
masing-masing serls situasi dan kondisi yang berada di luar kelkuasaan
PARA PIHAK sehingga salah satu pihak atau keduanya tidak mampu atau

tidak mungkin melakukan kewajibannya.

(3) Terjadinya Keadaan Memaksa (Force Myjeure), schagaimana dimaksud ayat
(1), diberitahukan secara tertulis olch pihak yang terkena dampuk
langsung terjadinya Keadaan Memaksa (Force Majeure) terscbul kepada
pihak lainnya dengan discrtai bukti-bukti yang sah dari instansi terkait
yang berwenang, dalam jangka waktu 7 (tujuh) kali 24 jam setelah
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(4)

(9)

(2)

(2)

terjadinya Keadaan Memaksa (Force Majeure) tersebut uniuk disefujui
PARA PIHAK.

Apabila dalam waktu 7 (tujuh) kali 24 jam sejak diterimanya
pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima
pemberitahuan maka adanya keadaan memaksa (Force Majeur tersebut
dianggap telah disetujui.

Apabila terjadi Keadaan Memaksa (Force Majeure), maka PARA PIHAK
sepakat untuk merundingken kembali hak dan kewajiban PARA PIHAK
sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kerja sama ini.

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasnl 9

Perjanjian ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat kedua belah pihak.
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Jika terjadi perselisthan yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini,
maka dapat diselesaikan melalui musyawarah atau mufakat kedua belah
pihak.

Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan sebagaimana dimaksud pada
ayat 1 terscbut, maka dapat diselesaikan melalui jalur hukum yang
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BAB X
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Posal 10

Perjanjian Kerja sama ini berakhir apabila :

a. Jangka waklu perjunjian kerja sama sebagaimana diatur pada pasal 7
telah berakhir.

b. Berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK meskipun waktu Perjaniian
Kerja sama belum beralkhir,

c. Dibuat perjanjian kerja sama yang baru yang menggantikan perjanjian
kerja samy yang lama.

d. Salah satu pihalk terbukti melanggar peraturan perundangan yang
berlaku.

e. Salah satu pihak mengajukan pemberhentian kerja sama jika terjadi

pelanggaran perjanjian kerja sama ini dengan mengajukan
pemberitahuan 1 {satu) bulan sebelumnya.
f. Atas putusan tetap Pengadilamn.

Apabila sampai dengan berakhirnya perjanjian ini, masih terdapat hak dan
kewajiban dari PARA PIHAK yang belum terselesalkan, maka ketentuan

dalam perjanjian ini tetap berlaku sampai dengan diselesaikannya
kewajiban tersebut,

(3) PARA PIHAK melakukan konsuitasi atas rancangan perpanjangan

(4)

Perjanjian ini selambat-lambatnya 1 (satu) bulan scbelum berakhirnya
Perjanjian ini.

Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhini Perjanjian
sebeium jangka wakrtu sebagaimana dimaksud pada ayat (i), maka pihai
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terscbut wajib memberitahukan muksud terscbut secara tertulis kepada
pihak lainnya, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum keinginan
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diakhirinya Peijaiijian tersebut.

BAB XI
LARANGAN PENGALTHAN PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal il

PARA PIHAK dilarang mengalihkan hak dan kewajiban kepada pihak lain
tentang apa yang sudah menjadi perjanjian sebagaimana yang tercantum
dalam Perjanjian Kerja sama ini.

BAB XII
PERJANJIAN TAMBAHAN/ADDENDUM
Pasal 12

Hal-hal lain yang belum diatur, atau belum cukup diatur dalam Perjanjian
Kerja sama ini, maka akan dilaksanakan perubahan  dan atau
penambahan/pengurangan terhadap isi perjanjian kerja sama ini berdasarkan
persctujuan PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Tambahan (Addendum)

yang merupakan bagian yang tidal terpisahlkan dari Perjaniian Kerja sama ini.
BAB XIII
PENUTUP
Pazal 13

(1) Perjanjian Kerja samea ini dilaksanakan secara kelembagaun dengan
menghormati dan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku di
Negara Republik Indonesia.

(2) Perjanjian Kerja sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK
dengan penuh kesadaran tanpa adanya unsur paksaan dar pihak
manapun.

(3) Perjanjian Kerja sama ini dibuat dan ditandatangani di tempat dan tangeal
sebagaimana tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan
bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-
masing untuk PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,
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